
BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)

Mengingat D1.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentangPemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan jo Pasal 10 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian TunjanganHari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis, Pemberian
Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi
Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil
Bupati serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis;

bahwa dalam rangka menampung pergeseran anggaranberdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah ProvinsiSumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.



10.

11.

12.

13.

2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah KabupatenBengkalis Tahun 2018 Nomor 8);
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14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2018 Nomor 64), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor
64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I
Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 64) diubah sebagai
berikut:
a. Lampiran | tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

b.Lampiran II tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019,
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Mei 2019
BUPATI BENGKALIS,

AMR KMININ
Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMY, HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 34


